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Menimbang

Mengingat

REPUBLIK INDONESIA

bahwa untuk menjamin ketersediaan Arsip yang
autentik dan terpercaya serta mendinamiskan sistem
Kearsipan, diperlukan Penyelenggaraan Kearsipan yang
sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar Kearsipan;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang
Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
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Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 14);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Perguruan
Tinggi;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Unit Kearsipan pada Lembaga Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 239);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 889);

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2082;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan



Menetapkan
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Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1787)

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi Nomor 75 tahun 2016 tentang Layanan Informasi
Publik di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1677);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PENYELENGGARAAN
KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan
diterima di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi.

Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara
langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan
selama jangka waktu tertentu.

Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Pencipta
Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis
retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah
diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung
oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau di
lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi.

Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan

persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional
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Pencipta Arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak
tergantikan apabila rusak atau hilang.

Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya
tinggi dan/atau terus menerus.

Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya
telah menurun.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan Arsip.
Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan
meliputi  kebijakan, pembinaan = Kearsipan, dan
Pengelolaan Arsip dalam suatu sistem Kearsipan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana
dan sarana, serta sumber daya lainnya.

Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian
Arsip Dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis
meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan,
serta Penyusutan Arsip.

Penciptaan  Arsip adalah  kegiatan  pembuatan,
penerimaan, pengiriman, dan pencatatan Arsip di
lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi.

Pencipta Arsip adalah Unit Utama, Pusat, Pusat Peragaan
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Lembaga Biologi
Molekuler Eijkman, Perguruan Tinggi Negeri, dan
Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Penggunaan Arsip adalah kegiatan pemanfaatan,
penyediaan Arsip, dan penyajian Arsip bagi kepentingan
pengguna Arsip yang berhak.

Penyimpanan Arsip adalah tindakan atau kegiatan
memelihara Arsip dengan cara meletakkan Arsip di
tempat penyimpanan yang dilakukan secara sistematis.
Pemeliharaan Arsip adalah kegiatan menjaga keutuhan,
keamanan, dan keselamatan Arsip baik fisik maupun
informasinya.

Pemberkasan Arsip adalah kegiatan pengelompokan atau

penyatuan Arsip ke dalam unit informasi serta logis dan
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sistematis berdasarkan pada kesamaan subyek, bentuk,
dan urusannya.

Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah
Arsip dengan cara pemindahan Arsip Inaktif dari Unit
Pengolah ke Unit Kearsipan, Pemusnahan Arsip yang
tidak memiliki nilai guna, dan penyerahan Arsip Statis
kepada Arsip Nasional Republik Indonesia atau ke Unit
Kearsipan I di Perguruan Tinggi Negeri atau Lembaga
Kearsipan Perguruan Tinggi.

Pemusnahan Arsip adalah tindakan atau kegiatan
menghancurkan Arsip fisik dan informasinya yang sudah
berakhir retensinya serta yang tidak memiliki nilai guna.

Klasifikasi Arsip yang selanjutnya disingkat KA adalah
pola pengaturan Arsip secara berjenjang dari hasil
pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa
kategori unit informasi Kearsipan.

Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA
adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka
waktu penyimpanan atau retensi, jenis Arsip, dan
keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan
suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau
dipermanenkan yang digunakan sebagai pedoman
penyusutan dan penyelamatan Arsip.

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
yang selanjutnya disingkat SKKAAD adalah aturan
pembatasan hak akses terhadap fisik Arsip dan
informasinya sebagai dasar untuk menentukan
keterbukaan dan kerahasiaan Arsip dalam rangka
melindungi hak dan kewajiban Pencipta Arsip dan
pengguna dalam pelayanan Arsip.

Naskah Dinas adalah sarana komunikasi tertulis yang
dirumuskan dalam suatu format tertentu dan digunakan
untuk kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi.

Unit Organisasi adalah Unit Utama, Pusat, Lembaga
Biologi Molekuler Eijkman, Pusat Peragaan Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi, Perguruan Tinggi Negeri dan



